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INTISARI

Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan adalah dengan
dilaksanakannya kegiatan pendaftaran tanah sistematik melalui Proyek Adminsitrasi
Pertanahan (Ajudikasi) yang selanjutnya disebut PAP. Dengan PAP diharapkan
kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan meningkat. Disamping itu,
diharapkan dapat mempengaruhi minat masyarakat sekitar yang bukan peserta proyek
untuk mensertipikatkan tanah.

Permasalahan yang penyusun rumuskan dalam penelitian ini adalah :
"Bagaimanakah hubungan antara pelaksanaan PAP dengan minat masyarakat sekitar
untuk mensertipikatkan tanahnya?". Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan
antara pelaksanaan PAP dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan
tanahnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, yaitu
mengadakan penelitian langsung di lapang terhadap sejumlah individu sebagai
sampel dengan menggunakan kuesioner. Untuk teknik pengumpulan data adalah
dengan studi dokumen, observasi dan penyusunan kuesioner sehingga diperoleh data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari daftar pertanyaan yang telah
disiapkan dan diberikan kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Kantor Statistik Kabupaten Karawang,
Kantor Bappeda Kabupaten Karawang, Kantor Kecamatan Klari dan kantor desa
yang menjadi daerah penelitian. Setelah data diperoleh lalu dianalaisis dengan
beberapa metode analisis, yaitu analisis satu variabel/tabel frekuensi, analisis dua
variabel/tabulasi silang dan analisis data kuantitatif/statistik dengan menggunakan
rumus korelasi Product Moment.

Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian adalah bahwa
pengetahuan/perhatian responden terhadap pelaksanaan PAP relatif tinggi dan untuk
minat pensertipikatan tanah relatif sedang.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan positif antara pelaksanaan Proyek Adminitrsai Pertanahan

dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan tanahnya.
2. Proyek AdministrasiPertanahan yang dilaksanakan cukup berpengaruh terhadap

minat masyarakat sekitar dalam pensertipikatan tanah, dimana sumbangan relatif
pengaruhnya sebesar 24,1%. Hal ini berarti selain dipengaruhi oleh PAP juga
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II),

pembangunan bidang pertanahan diarahkan pada peningkatan pelayanan

pertanahan bagi masyarakat melalui penataan bidang pertanahan terutama

pemberian kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Hal ini disebabkan

adanya kecenderungan permintaan pelayanan pertanahan yang semakin

meningkat dari masyarakat, mengingat tanah sebagai karunia Tuhan Yang

Maha Esa merupakan modal untuk berlangsungnya kehidupan. Keadaan

tersebut mendorong pemerintah untuk menempatkan pembangunan bidang

pertanahan dalam posisi yang strategis.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang diberi wewenang

untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berusaha

secara terus-menerus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Usaha yang dilakukan antara lain dengan peningkatan pelayanan dalam

pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah.

Dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan sebagai berikut:



2. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini mehputi :
a Pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat.

Kepastian hukum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut dalam

pasal 19 ayat (1) UUNo. 5Tahun 1960 ini menurut Soeprapto (1978 : 324)

meliputi :

1. Kepastian hukum, mengenai subyek hukum hak atas tanah
(orang/Badan Hukum)

2. Kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah atau kepastian
obyek hak.

3. Kepastian mengenai jenis/macam hak atas tanah yang menjadi
landasan hubungan hukum antara tanah dengan orang/Badan
Hukum.

Sebagai realisasi dari ketentuan pasal 19 ayat (I) UU No. 5 Tahun

1960, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan telah disempurnakan dengan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang' Pendaftaran Tanah.

Peraturan ini menjadi dasar bagi kegiatan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Indonesia.

Menurut Soni Harsono (Buletin PAP No. 3, 1997 : 3) :

Bahwa bidang tanah yang sudah disertifikatkan berjumlah kurang
lebih 17.500.000 bidang atau lebih dari 30% dari seluruh bidang tanah
yang ada yaitu sejumlah 55.000.000 bidang. Dalam akhir Pembangunan
Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II) diperkirakan jumlah bidang
tanah yang terdaftar di atas akan meningkat menjadi kurang lebih



Berdasarkan kondisi di atas maka tugas pemerintah, dalam hal ini

Badan Pertanahan Nasional untuk mendaftar semua bidang tanah tersebut

masih besar yaitu sekitar 70% dari keseluruhan bidang tanah yang ada di

wilayah Indonesia. Masih besarnya bidang tanah yang belum didaftar

tersebut disebabkan oleh keterbatasan biaya, tenaga maupun peralatan yang

tersedia. Selain itu masih ada persepsi dari masyarakat yang menganggap

bahwa untuk memperoleh sertifikat diperlukan biaya yang mahal, waktu

lama dan prosedur yang berbelit-belit.

Hal ini menyebabkan inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya

ke kantor pertanahan masih terasa kurang, karena anggapan masyarakat untuk

memperoleh sertipikat hak atas tanah secara rutin membutuhkan biaya yang

mahal dan waktu yang lama. Begitu pula masyarakat di Kecamatan Klari,

sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria diketahui sudah ada

beberapa tanda bukti hak atas tanah diantaranya Letter C Desa yang langsung

dapat dimintakan sertipikatnya di Kantor Pertanahan atas permohonan yang

berhak. Namun kenyataannya masih ada anggapan oleh sebagian masyarakat desa

di Kecamatan ini bahwa dengan memiliki tanda bukti hak tersebut sudah cukup

kuat dan aman untuk membuktikan penguasaan/pemilikan tanahnya, sehingga

diantara mereka ada yang belum merasa perlu untuk mendaftarkan tanahnya di

kantor pertanahan guna memperoleh sertipikat hak atas tanahnya.



kebijaksanaan baru dalam bidang pertanahan, diantaranya melalui

deregulasi dan penyempurnaan peraturan-peraturan untuk memperlancar

dan mempercepat pelayanan pertanahan. Dalam hal ini dikembangkan

sistem pendaftaran tanah sistematik melalui Proyek Administrasi

Pertanahan yang mengandung unsur murah, cepat dan sederhana. Sebagai

landasan pokoknya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah yang dikenal dengan

Proyek Ajudikasi, untuk pertama kali sebagai uji coba dilaksanakan di

Depok Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 1994/1995 dan dilanjutkan

pada tahun anggaran 1995/1996 di Desa Tanjungpura dan Karangpawitan

Kabupaten Karawang untuk daerah pedesaan. Pelaksanaan uji coba tersebut

didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1995 jo Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995.

Proyek Administrasi Pertanahan yang telah diuji coba pada kedua

kabupaten di atas, merupakan bagian kerja sama antara pemerintah

Indonesia dengan Bank Dunia melalui AGREEMENT 3792 IND dan



dinilai telah berhasil. Hal tersebut memberikan harapan besar untuk

dilakukan ajudikasi pada daerah lain, sehingga dapat dilanjutkan untuk

menyelesaikan target sebanyak 1.200.000 bidang di sejumlah kabupaten

dan kota di Pulau Jawa yang ditetapkan sebagai lokasi proyek administrasi

pertanahan pada tahap pertama.

Hasil penelitian yang dilakukan Saudara Endah Srihastuti,

mahasiswa STPN angkatan tahun 1997/1998, tentang Studi Pelaksanaan

Proyek Administrasi Pertanahan di Kabupaten Karawang menyimpulkan

bahwa pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan di Kabupaten

Karawang dinilai berhasil yang ditandai dengan produk sertipikat yang

dihasilkan sebanyak 63.030 bidang atau sekitar 96,97% dari target.

Disamping itu, dari laporan hasil kegiatan Proyek Administrasi Pertanahan

pada setiap akhir tahun anggarannya diketahui bahwa produk sertipikat

yang dihasilkan mencapai lebih dari 95% sejak ditetapkannya Kabupatea

Karawang sebagai lokasi Proyek Administrasi Pertanahan dari tahun

anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000.

Keberhasilan Pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan dengan

segala kemudahannya yang telah dicapai di satu pihak dengan kesulitan dan

keengganan masyarakat sekitar yang tidak terkena proyek untuk

mensertipikatkan tanahnya secara rutin dengan berbagai alasan baik karena



mengadakan penelitian mengenai hubungan Proyek Administrasi

Pertanahan dengan minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya

secara rutin. Hal ini karena pada kenyataannya masih banyak terdapat

bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar ternyata belum/tidak

didaftarkan oleh para pemilik tanah termasuk di Kecamatan Klari. Dari tiga

kali pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan di Kecamatan Klari,

terakhir tahun anggaran 1999/2000, seluruh target telah terealisir namun

masih banyak masyarakat pemilik tanah di sekitar lokasi proyek yang tidak

menjadi peserta proyek. Seperti masyarakat Desa Darawolong, dari 780 KK

yang memiliki/menguasai bidang tanah hanya sebanyak 53 KK yang telah

mempunyai sertipikat. Sementara di Desa Curug, dari 1.584 KK baru 860

yang telah mempunyai sertipikat.

Keberhasilan dan sasaran akhir Proyek Administrasi Pertanahan

yang ingin dicapai adalah tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat di

bidang pertanahan juga dimaksudkan untuk merangsang minat masyarakat

sekitar lokasi proyek agar mempunyai keinginan untuk mensertipikatkan

tanahnya atas kesadaran sendiri setelah mengerti arti pentingnya kegunaan

sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya Proyek Administrasi Pertanahan

di Kecamatan Klari diharapkan masyarakat sekitar lokasi proyek yang

tidak menjadi peserta proyek mau menanggapi atau menerima dan akhirnya



Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun tertarik untuk

mengadakan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul : "PENGARUH

PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN TERHADAP MINAT

MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI

KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG".

B. Perumusan Masalah

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik melalui Proyek

Administrasi Pertanahan (Ajudikasi) meliputi : penunjukan lokasi,

penyuluhan, penunjukkan batas, pemasangan batas dan penetapan batas

bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penyelidikan riwayat

pemilikan/penguasaan tanah, pembuktian hak melalui pengumuman dan

pengesahan serta penyerahan hasil kegiatan berupa sertipikat hak atas

tanah. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut tentunya akan ada

pengaruhnya kepada masyarakat sekitarnya yang tidak terkena Proyek

Administrasi Pertanahan.

Suatu daerah yang terkena Proyek Administrasi Pertanahan

diharapkan dapat memberi pengaruh kepada masyarakat sekitarnya yang

tidak terkena Proyek Administrasi Pertanahan agar atas dasar kesadaran

sendiri setelah memahami arti pentingnya kegunaan sertipikat mereka akan



Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penyusun

merumuskan permasalahan :

" Bagaimanakah hubungan antara pelaksanaan Proyek Administrasi

Pertanahan dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan

tanahnya ? ".

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah tersebut di atas dan untuk menghindari

pengertian yang beraneka ragam serta terbatasnya waktu, dana dan

kemampuan, maka penyusun perlu membatasi ruang lingkup penelitian

sebagai berikut:

1. Proyek Administrasi Pertanahan.

Proyek Administrasi Pertanahan yang dimaksud disini adalah Proyek

Adminsitrasi Pertanahan (Ajudikasi) yang dilaksanakan di Kecamatan

Klari Kabupaten Karawang.

2. Minat Masyarakat Sekitarnya dalam Pensertipikatan Tanah

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah

dan keinginan. (WJS. Poerwodarminta, 1976 : 583)

Jadi minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan hati dari



3. Pensertipikatan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya

mengenai pensertipikatan tanah asal konversi tanah hak milik adat yang

dilakukan melalui permohonan pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu

melalui permohonan biasa atau secara rutin oleh pemilik tanah ke

Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan Proyek

Administrasi Pertahanan dengan minat masyarakat sekitar untuk

mensertipikatkan tanahnya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk melatih Penyusun dalam rangka penulisan ilmiah dan menambah

pengetahuan di bidang pertanahan.

b. Untuk memberikan informasi tentang hubungan antara pelaksanaan

Proyek Administrasi Pertanahan dengan minat masyarakat sekitar untuk

mensertipikatkan tanahnya.
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c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya pengarahan akan

arti pentingnya kegunaan sertipikat tanah bagi masyarakat dan upaya

membangkitkan motivasi dalam mensertipikatkan tanahnya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan pada

BAB V, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif antara pelaksanaan Proyek Administrasi

Pertanahan dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan

tanahnya.

2. Proyek Administrasi Pertanahan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan

Klari cukup berpengaruh terhadap minat masyarakat sekitar dalam

pensertipikatan tanah walaupun kecil, yaitu sebesar 24,1%. Hal ini berarti

seiain dipengaruhi oleh Proyek Administrasi Pertanahan, minat

pensertipikatan tanah di Wilayah Kecamatan Klari juga dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain yang dalam penelitian ini tidak diteliti/tidak dihitung

seberapa besar sumbangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penyusun memberikan

saran sebagai berikut:



78

diketahui oleh aparat saja serta perlu dikembangkannya pola kemitraan

dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, karang taruna dan koperasi

dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang urusan dan

masalah pertanahan yang pada gilirannya akan meningkatkan minat mereka

untuk mensertipikatkan tanahnya secara rutin ke kantor pertanahan.

2. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat salah

satunya adalah perlunya dibentuk kantor pertanahan kecil yang mirip dengan

kantor ajudikasi dimana lokasi proyek berada.

3. Oleh karena pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan berpengaruh

positif terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah, maka

pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan kemampuan yang tersedia

dan kualitas SDM yang terus ditingkatkan termasuk pelaksanaan PAP

swadaya.
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